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a.

L%

BUPATI GOWA,

bahwa  berdasarkan Pasal 2
ayat (2) huruf g Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Pajak Parkir
merupakan jenis Pajak Daerah;

bahwa untuk memungut Pajak
sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Parkir,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara



Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049];

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5023);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5234];

Peraturan Pemerintahy Nomor 358
Taehun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Ncmor 140, Tambanan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45738);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagisn
Urusan Pemerintahan  antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan
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Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10, Peraturan Pemerintah Noinor &9
Tahun 2010 fentang Tata Cara
Pemberian dan  Pemanfaatan
insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran  Negara = Republik
[ndonesia Tahun Z010
Nomor 119);

11. Pératuran Daereah  Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2008
tenteng Urusan Pemerintanan
yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor J),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIILAN RAKYAT DAERAR
KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

-MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN DAERAH EABUPATEN
GOWA TENTANG PAJAK PARKIR




BAB I
EETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini, yang dimaksud dengan:

l.
2.

Ul =

R

10,

Daerah adalah Eabupaten Gowa;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Gows;

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah vang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwalilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah:

Bupati adalak Bupati Gowa:

Pejabat adalah Pegawai yang diberi higas tertentu
di bidang Retribusi Daerah sesua! dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
Dinas Perhuburgan, Komunikasi dan Informatika
adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gowa;

Peraturan Daerah adualah Peraturan Cerundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten
1owa dengan persetujuan bersama Bupati Gowa;
Peraturarn Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang Pribadi atau Badar, yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Pejak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan, baik Yyang
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11.

13,

14,

15,

15,

disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor;

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang tidak bersifat sementara;

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meiiputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perservan laimnnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik, ataun Organisasi
lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lzinnya
iermasak Kontrak Investasi Kol=ktif dan bentuk
Usaha Tetap;

Subjek Pajak adalah orang Pribadi artau Badan

yang dapat dikenakan pajak;

Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan
meliputi pembayar pajak, pemotong pajal, dan
pemungut pajak yang mempunyal hak dan
kewajiban perpajakan sesual dengan Peraturan
Perundang-uadangan Perpajakan yang berlaku;
Masa Pajak adalah iangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, vang menjadi desar bagi Waiib
Pajak  untuk menghitung/ menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang;

Tahun Pajak adalak jangka waktu yang lamanya
1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak
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7.

20

2.

menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus
dibavar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun
Pajak, sesuzal dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Dzerah;

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannva;

.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang

sclanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
oleh Wajib Pajak dicunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pernbayaran pajak, obyek
pmjak dan/atau bukan ohyek pajak, dan/atau
harta dan kewapban sesuai dengan Kezstentuan
Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan
Dasreh;

. Suret Setoran Pajak Daerah, yang selanjuinya

cisingkat dengen SSPD, adalah bukti pembayaran
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
Aengan mengmniakan formulir  atau  telah
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerzh
melalul tempat pembayaran yang ditunjux olen
Bupati; J

Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
Jjumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
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22.

23.

24,

26.

kekurangar pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi admimistratif, dan jumlah pajak vyang
masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumiah pajak yang telah
ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan junlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak;

Surat Ketetapan Paiak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
Ketetapan pajak yang menentukan jumiah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang;

-BSurat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagthan pajak danj/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekelimuan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat




27.

A0

168

2R,

hetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan  Pajak Daerah  Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan:
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat
keputusan atas keberatan atas surat keberatan
lerhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
’ajak Daerah Lebih Bayar terhadap pemotongan
Alau  peraungutan  oleh pihek ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak:

Putusan Banding adalah outusan badan
peradilan pajak atas banding terhadap surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak;

-Banding adalah upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung
lFajak rerbadap suaiu keputusan yeng dapat
digjukan  banding, beidasarkan  Peraturan
Permindang-undangan Perpajakan yang herlaku :

Peinbukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan seecara teratur uniuk mengumpulkan
dlata dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta

jumlah harga perolehan dan penyerehan barang

alau jasa, yang ditutup dengan MENyUsUn
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laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

31.Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah;

32, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
dacrah  adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yvang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di  bidang
perpajakan daerah yang terjadi seria menemukan

lersangkanya.
BAB 11
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEEK PAJAK
Pasal 2 '

Dengan Nama Pajak Parkir dikenakan pajak atas
jasa penvelenggaraan Parkir.

Pasal 3

(1) Objek Pajak “Parkir adalah Penyelenggaraan
tempat parkir di luoar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha
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maupun yang disediakan sebagai suatu usaha

lermasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor.
() Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

A. penyelenggaraan tempat Parkir oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh
perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawan sendiri; dan

€. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,
konsulat dan perwalilan negara asing dengan
asas timbal balil,

Pasal 4

1) Subjek Pajak Parkir adalah orang Pribadi atsu
Badan yang melakukan Parkir kendaraan
bermotor.

() Wajib Pajak Parkir adalah orang Pribadi atau
badan yang menyelenggarakan tempat parlkir.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF GAN DASAR
PERHITUNGAN PAJ AR
rasal &

(1] Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumiah
pembayaran  atau  yang seharusnya dibayar
Kepada penyelengzara tempat Parkir,

() Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana
thimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan
I"vraturan Daerah,

() Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga

|1

D —




Parkir dan Parkir Cuma-Cuma yang diberikan
kepada penerima jasa parkir.

Pasal 6

Taril Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Parkir.

Pasal 7

Besaran pokol Pajak Parkir yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tanf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Wilayah pemungutan Pajak adalah di Kabupaten
Gowa.

BAB YV
MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya
| (satu) bulan kalender.

Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.




(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3} SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus disamnaikan kepada Bupatt selambat-
Jambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal
cdliternnmanya SPTPD oleh Subjek Pajak.

(1) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB V1
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(}) Setiap Wajib Fajsk wajib membayar pajak yang
ierutang dibayar sendiri olch Wajib Pajak
berdasarkan Peraturan  Perundang-undangan
Perpajakan.

(V) Wajib  Pajak yang memenuhi  kewajiban
peipajakan sendini dibayar dengan menggunakan
SPTPD, SKPFDKB, dan/atau SKPDKBT.

Paszl 12

Dplam jangka wakia S (limal tahun sesudah saat
lcruanpgnya pajak, Bupati dapat mencrbitkan:
(1) BKPDKB dalam kal:

0. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

b, jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati
dnlam  jangka waktu tertentu dan setelah
(litepur secara tertulis tidak disampaikan pada
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wakiunya sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran;

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenubhi,
pajak yang tertitang dihitung secara jabatan,

(2) SKPDKBT jika ditermukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang,

(3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 13

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat [(3) diatur dengan Peraturan Bupati,

(2) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai tata cars
pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati,

BAE Vi1l
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pacal 14

(1} Instansi yang meslaksanakan pemungutan pajak
dapat diberi insentil atas dasar pencapaian
kinerja.

(2) Pemberian insentil sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentil
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.
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BAB VIII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 15

Uupali dapat menerbitkan STPD jika:

W pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

b dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
sulah hitung;

v wapb  Pajak  dikenakan sanksi administratif
erupa bunga dan/atau denda.

BEAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Fasal 16

(1l Dupati  menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
pizling jama 30 (uga puluh) hari kerja setelah saat
leriutangnya pajak,

4] “KPDKB, SKPDKBT, S3TPFD, Surat Kepuiusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Mulusan Banding, yang menyebabkan jumlah
PHjuk yang harus dibayar bertambah merupakan
(isar penagihan paja dan harus dilunasi dalam
nnpks waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
Fnpeal diterbitlean.

[} Bupati atas permchonan Wajib Pajek setelah
memenuhl persvaratan yang  ditentukan dapat
memberikan  persetujuan  kepada Wajib Pajak
tintuk mengangsur atau menunda pembayaran
ik, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
prersen) setiap bulan.




(4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan

menunda pembayaran  serta  tata  cara
pembayaran angsurar dan penundaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Paral 17

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus

atau lunas.

(2) Pajak wang terutang berdasarkan SKPDKH,

SKPDKRBT, 8TPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Puiusan
Banding, vang tidak atau kurang bayar oleh
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa.

(3) Penagihan  pajak dengan  Surat  Fakea

(1)

(2)

(3)

dilaksanakan berdasarkan Peratuiran Perundang
undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
fempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SEPDKS,
SKPDKBT, dan STFD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempal
lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas dazroh selambat-lambatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD,
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Pasal 19

(1} Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
(alom Pasal! 18 awvat (1) diberikan tanda bukti
peimbayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

() Bentuk jemis, 1si ukuran tanda bukth pembayaran
dun buku  penerimaan pajak sebagaimana
flimanksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Phupil,

Pasal 20

(1) Baral Teguran atau Surat Peringatan atau surat
i yang sejenis sebagai awal lindakan
peloksanaan  penagihan  pajak  dikeluarkan
/ (lvjuh) hari sejak saat jatuil tempo pembayaran.

() Philwm jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Suril Tepuran atau Surat Peringatan atau surat
liun yang sejenis, Wajik Pajak harus melunasi
ik yvang terutang.

(4) Sueat Teguran, Surat Peringgitan atau surat lain
yinp sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
thilkceluarkan oleh pejabat.

Pasal 21

(1) Apabma jumlah paizk yang harus dibayar tidak
ilumnst dalam jangka  wakty sebagaimana
ditentulkan dalam Surat Teguran atau Surat
Mernngatan ataw surat lain yang sejenis, jumlah
pijak yang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa, :

() Pejnbat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21
((lue puluh satu) hari sgjak tanggal Surat Teguran
ili Surat Peringatan atau surat lain yang
QTR TRNTES
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Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
delam jangha waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan  Surat  Paksa, pejabat  segerd
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penvitaan.

Pasal 23

setelah dilakukan penvitaan dan Wajib Pajak belurm
juga melunasi utang pajaknya, setelah lewal
10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Sural
Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabal
mengajukan permintaan penetapan tangynl
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

(1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hii
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru
sita memberitahukan dengan segera secald
tertulis kepada Wajib Fajak.

(2) Setelah jadwal pelelangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan, maka pejabil

. menetapkan lelang.

(3) Teta cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang
berlalka

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.




|4}

1)

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

ik untuk melakukan penagihan pajak, menjadi
Ledoluwarsa setelah melampaui jangka waktu
B (lima) tahun terhituang sejak saai terutangnya
pijuk, kecuali apabila Wajib Pajak melalmkan
lindak pidana di bidang perpajekan daerah.
lKedaluwarsa  penagihan pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
0. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
inlau;
b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak,
baik langsung maupun tidak langsung.
ilam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat
ilsa  sebagaimana dimaksud pada ayal (2]
hurul a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tangpeal penyampaian Surat Paksa tersebut.
'enpakuan  utang Pajak  secara  langsung
webapaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adulah Wajib  Pajak dengan kesadarannya
menyalakan masih mempunyai utang Pajak dan
Leliim melunasinya kepada Pereriniah Daerall,
Penpaltuan utang  secara  tidak  langsung
achnpaimana dimaksud pada ayat (2) huroef b
dupat  dikketahui deri pengajuan  permohcnan
pigsuran  atay  penundaan  pembayaran  dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi
lkinrena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
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(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusi
Piutang Pajak yang sudah kedaluwaraa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudnh
kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

(1) Bupali berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan pengurangan, keringanan, i
pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan,
dan pembebasan pajak sebageimana dimaksud
pada ayai (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKS] ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 29

{1) Atas permchonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Bupat dapat mernbetulkan SKPDKH,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yaulf
daiam vpenerbitannya terdapat kesalahan tulis
den/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Bupah dapat.

a. mengrangkan atau menghapuskan sauks
administratif berupa bunga, denda, dan
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kennikan  pajak yang ferutang menurut
Peraturan  Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan
kirena kehilafan Wajib Fajak atau bukan
lkirena kesalahannya;

b, mengurangkan atau membatalkan SKPDKD,
HSKIPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang tidak benar;

¢ mengurangkan atau membatalkan STPD;

. membatalkan  hasil  pemeriksaan  atau
ketetapan  pajak  yang  dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

¢ omengurangkan  ketetapan pajak  terutang

berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu
nbjick pajak.

L) e mohonan pembetulan, pcmbatalan,

perpurangan ketctapan dan penghapusan sanksi
udministrasi atas SKPDKB, SKPCKBT, dan STPD
webnpoimana dirnaksud pada ayat (1) harus
(inampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
lepawla Bunati, atau pejahat selambat-lambatnva
W} tipa  pulun) hari sejak  tanggal diterima
HKIPDEB, SKPDKBT atau STPD  dengan

member:kan alasan vang jelas.

BAB XIII

PENGEMBALIAN RELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

(1} Wajih Pajak dapat mengajukan permohonan
penpembalian kelebihan  pembayaran pajalc
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(2)

(3)

(%)

(5)

6]

kepada Bupati atau pejabat secara tertulis
dengan menysbutkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat pajak;

b. masa Pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulen sejak diterimanyi
permochonan pengembalian pembayaran pajuk
sehagaimana dimaksud pada ayat {1} haruas
membernikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat tidik
memberikan keputusan, permohaonar
pengembalian  kelebihan pembayaran  pajik
dianggap dikabulkan dan SKFDLE harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (salul
bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajik
lainnya, kelebihan pembayaran pajik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsiing
dihitung untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak dimaksud.

Pensembalian kelebihan pembayaran pajl
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dual
bulan sejak diterbitkannya SKPDLE dengin
menerbitkan Surat Perintah Membavar Kelebihai
Pajak (SPMKP),

Apabila pengembalian keleoihan pembayaran
pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupah atau
pejabat memberikan imbalan bunga sebesat
2% [dua persen) setiap bulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihen pajak.

'y
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Pasal 31

Apubiliy kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan
denpan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud
inluri Pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan
dengiry cara memindahbukukan dan  bukti
pemindahbukuan juga berlalow  sebagai  bukti

peinbayaran.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Paszal 32

(1) Wagih Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepnda Bupati atau pegjabat yang ditunjuk atas
R BN W B
n. BKPDKB;

h. SKPDKBT:;

. SKPDLB

el SNPDN; dan

¢ pemotongan  atau pemungutan oleh pihak
ketipa  berdasarkan ketentuan  Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakain Daerah.

() "ermohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pndn ayat (i) harus disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alusan _'rf:-:mgjelas.

1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
pinling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,
oozl pemotongan atau pemungutan
webaguimana dimaksud pada ayat {1), kecuali jika
Wijib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
wilctu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diltir kekuasaznnya.,
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()

(3)

(€)

(1)

2)

(3)

(1)

(2)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajuk
telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah
disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratafi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2).
ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Suril
Keberatan schingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda
pengiriman surat keberatan melalul surat pon
tercatat sebapai tanda bukti penerimaan sural
keberatan.

Pasal 33

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
Lelas) bulan sejak tavggal surat keberaiin
diterima, harus memberi keputusan alig
keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat bertipil
menerima seluruhnya atau sebagian, menolal,
atau menambah besamya paiak yang terutang.
Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksudl
pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi  suatu  kepuiusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan- mengenail keberatannyva  yang
ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digjukan secara tertulis dalam
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I1)

baohasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dolam  jangka waktu 3 (tiga) bulan seiak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat
Kepulusan keberatan tcrsebut.

Penpgajuan permohonan banding menangguhkan
Kewapban membayar pajak sampal dengan
| {satu) hulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Sunching.

Pasal 35

Jikinn  pengajlan  keberatan atau permohonan
banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan  pembayaran pajak  dikembalikan
denpgan ditambah imbalan bunga sebesar
2" ([dua persen) setiap bulan untuk paling lama
249 (dua puluh empat) bulan.

Imhbalan bunga sebagaimana dimaksud pada
nyat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
tlengun diterbitkannya SKPDLB.

ZBAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKIPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
vl (1) huraf a dan huraf b dikenakan sanksi
administuratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
ataou  terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
wejinle saat terutang pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKIPPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
avit [2) dikenakan sanksi administrasi beripa
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(3)

(4)

(5)

16)

(7)

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) duri
jumlah kekurangan pajak tersebut.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKH
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (l)
huraf ¢ dikenakan sanksi administratif berupi
kenaikan sebesar 25% (dua pulub lima persen)
dari pokek pajak ditambah sanksi administratil
berupa bunga sehesar 2% (dua persen) setia)p
bulan, dihitung dari pajak yang kurang alau
terlainbat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejuk
saat terutangnya pajak,

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalatm
STPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dun
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (limn
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atan
dikabulkan sebagian, Wajib Fajak dikenai sanksl
administratif berupa denda sebesar 50% (luna
pulun persen) dari jumlah pajak berdasarkai
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang teiah dibayar sebelum mengajukar
keberatan.

Dalam ha! Wajih Pajak m=ngajukan permononan
banding, sanksi administratf berupa demdu
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimani
yang dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi 100% (seratus persen) dari jumlah
pajak berdasarkan Putusan Banding dikurang
dengan pembayaran pajak yang telah dibayir
sebelum mengaiukan keberatan.
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(4]

(1)

[+

kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
licuk dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan
nendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Wunh Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyvampailkan SPTPD  atan mengisi dengan
hclak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga meragikan
krunangan daerah dapat dipidana dengan pidana
liurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak
lerelang yang tidak atau kurang dibayar.

Want  Pajak  vang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau  tidak lengkap atau melampirkan
lkelerangan yang tidek benar sehinggza merugikan
ketangan daerah dapat dipidana dengan p:dana
penjara paling lama 2 (dua) tahun  &atau pidana
denda pahng banyak 4 (enmapat) kait jumlah pajak
lerulang yang tidak atau kurang dibayar.

Denida sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dan
oyl (2) merupakan nenerimaan Negara,

Pasal 38

Mischiak  pidana di bidang perpajakan daerah tidak
ditvinitit setelah melampaui jangka waktu S (itma)
lnhinin sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Munu Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak
Al berakhirmya Tahun Pajak yang bersangkutan.

27



BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 39

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

di  lingkungan Pemerintah Daerah  diberi
wewenang khusus sebagai penvidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidanp
perpajakan daerah sebagaiinana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padn

ayat (1) adalah:

4. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaall
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laporan tersebiil
menjad! lengkup dan jelas,

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang Pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan wyanp
dilakukan  sehubungan tindak pidani
perpajakan daeran;

C. meminta keterangan dan bahan bukti orang
Pribad! atau Badan sechubungan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah,

e. melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, sert
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut. ~
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Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republhik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Pernnmbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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| memnta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
i bidang perpajakan daerah.

Ko menyuruh  berhenti, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan  sedang berlangsung dan
memerigsa identitas orang dan/atau dekumen
yang dibawgh sebagaimana dimaksud pada
hoaruf e.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

| memanggil orang untuk didengar
kcterangannya  dan  diperiksa  sebagai
lersangka atau saksi.

| menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran  penyidikan  tindek  pidana
di hidang perpajakan daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

) Wenvidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan  hasil  penyidikannya kepada
Fenuntut Umum melalui Penyidile pejabat Polisi
Nepara Republik Indonesia,  sesuai dengan
elentuan vang diatur daijam Undang-Undang
ilkum Acara Pidana.

BAR XVIIT
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 40

il hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
Il sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
leliih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pzngundangan  Peraturan DPaerah 11 dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa l
ada tanggal 5 April 2012
ﬁ""ﬁﬂ P o=
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